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A. Komite Sekolah
1. Konsep dasar Komite Sekolah
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 diterangkan bahwa Komite

Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta

didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.!
Kemudian pada pasal 56 ayat 3 diterangkan kembali bahwa Komite Sekolah
sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu
pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga,
sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan.?

Pemaparan lebih lanjut mengenai Komite Sekolah dijelaskan dalam
Lampiran Il Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
044/U/2002 Tanggal 2 April 2002, sebagai berikut.®
a. Pengertian, nama, dan ruang lingkup

1) Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi

!Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Rl tentang
Pendidikan, (Jakarta: Depag RI, 2006), him.8.

? Ibid, him.37.

® http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/docs/dok_16.pdf, Lampiran Kepmendiknas nomor:
044/U/2002, Akses: 01/03/2010.



pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra
sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;

2) Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-
masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan,
Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan sekolah, Majelis Sekolah,
Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.

3) Bp3, Komite Sekolah dan/atau majelis sekolah yang sudah ada dapat
memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan ini.

. Tujuan Komite Sekolah

1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam
melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan
pendidikan;

2) Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis
dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan
pendidikan.

. Peran dan fungsi Komite Sekolah

Komite Sekolah berperan sebagai:

1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;

2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran



maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan
pendidikan;

4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan
pendidikan.

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:

1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia
usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu;

3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai
kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan
pendidikan mengenai:

a) kebijakan dan program pendidikan;

b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBYS);
c¢) kriteria kinerja satuan pendidikan;

d) kriteria tenaga kependidikan;

e) kriteria fasilitas pendidikan; dan

f) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;



5) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan
guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan
pendidikan di satuan pendidikan;
7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan
d. Tata hubungan antar organisasi
Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan satuan pendidikan,
Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam
pengelolaan pendidikan dengan Komite-Komite Sekolah pada satuan
pendidikan lain bersifat koordinatif. Komite Sekolah bukan lembaga birokrasi
baru. kedudukan Komite Sekolah sama sekali tidak berada di bawah atau di
atas kepala sekolah, melainkan sejajar. Komite Sekolah juga sama sekali
bukan  sebagai  institusi  pemerintah, yang harus = membuat
pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. atasan langsung Komite
Sekolah tak lain adalah orang tua dan masyarakat. Komite Sekolah adalah
badan mandiri yang menjadi wadah peran serta orang tua dan masyarakat
dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan dalam rangka
peningkatan mutu pendidikan sekolah.*

2. Pengelolaan Komite Sekolah

* Sri Renani Pantjastuti dkk., Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan, (Yogyakarta:
Hikayat Publishing, 2008), cet.l, him. 95.



Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur
sebuah organisasi, mulai dari perencanaan program Kkerja, pengorganisasian,
pelaksanaan program kerja, dan evaluasi program kerja, dengan memanfaatkan
sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Komite
Sekolah agar tujuan dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai secara efektif
dan efisien.

Sebuah Komite Sekolah dapat menjalankan roda organisasi melalui
berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut barangkali ada yang belum
menyentuh substansi peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan
tersebut. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah konsolidasi organisasi.
Kegiatan lain adalah misalnya penyusunan Panduan Organisasi atau Penyusunan
AD/ART atau melengkapi kelengkapan organisasi.”

Komite Sekolah yang telah memenuhi syarat minimal sebagai sebuah
organisasi, dapat melangkah lebih jauh dalam menjalankan roda organisasi, dan
mulai menyentuh substansi mutu pendidikan. Dalam hal ini Komite Sekolah
dapat memulai kegiatannya dengan berangkat dari upaya pemecahan masalah
yang dapat diidentifikasi. Berikut ini tahap-tahap yang dapat dilakukan oleh
Komite Sekolah.®

a. ldentifikasi masalah.

5

Ngadino, Optimalisasi Peran Komite Sekolah,

http://www.suarakomunitas.net/?lang=id&rid=21&id=2796. Akses: 07/04/2010.

® Departemen Pendidikan Nasional, Modul 2: Peningkatan Kemampuan Organisasional komite
sekolah, http://www.ziddu.com/download/5677996/modul2.doc.html, akses: 07/04/2010.


http://www.suarakomunitas.net/?lang=id&rid=21&id=2796

Setiap sekolah atau satuan pendidikan tentu memiliki masalah yang
berbeda-beda. Langkah yang perlu dilakukan oleh Komite Sekolah dalam
menjalankan roda organisasi adalan identifikasi masalah, baik masalah
akademik, maupun masalah non-akademik. Dapat dipastikan bahwa akan
banyak sekali masalah yang dapat diidentifikasi.

. Menentukan prioritas.

Dari sekian banyak masalah yang berhasil diidentifikasi harus dipilih
masalah yang akan menjadi prioritas, dikaitkan dengan ketersediaan personel,
dana, dan penunjang.

. Analisis masalah.

Guna mengetahui secara lebih mendalam tentang masalah yang terjadi,
perlu dilakukan analisis masalah. Dalam masalah atau topic yang akan
ditangani langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Lakukan identifikasi faktor-faktor penyebab masalah tersebut,

2) Buat daftar alternatif kemungkinan pemecahan masalah dan untung rugi
masing-masing alternative

3) Pilih alternatif terbaik berdasarkan kesepakatan bersama

4) Buat perencanaan untuk pemecahan masalah.

. Perencanaan program

Pelaksanaan Program dapat dilakukan dengan baik apabila dibuat
rencana aksi yang baik. Berikut ini contoh sebuah rencana aksi yang dapat

diacu.



Topik Masalah | Kegiatan yang dapat | Waktu yang | Sumberdaya Penanggu | Indikator keberhasilan

mengatasi masalah dibutuhkan yang diperlukan | ng jawab pemecahan masalah

Masalah A

Masalah B

e.

Pelaksanaan Program/Kegiatan

Berdasarkan rencana aksi, penangggung jawab program kemudian
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun.
Evaluasi program

Selama berjalannya waktu dilalukan evaluasi secara periodik. Setelah
tenggat waktu periode tertentu terlewati tetapi indikator kinerja masih di
bawah target, perlu dilakukan analisis dan dibuat tindakan koreksi (corrective
action). Dalam hal ini ada baiknya dilakukan siklus perencanaan : Plan — Do
— Check - Action, yang kini banyak dianut oleh berbagai organisasi dalam
menjalankan progran dan kegiatan organisasinya.

Dalam menjalankan pengelolaan dibutuhkan tenaga yang profesional
agar setiap pekerjaan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
Rasulullah saw bersabda dalam hadits yang berbunyi :

Dari abu Hurairah r.a. ia berkata : Rasulullah saw telah bersabda : Apabila

suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah




saat kehancurannya” (HR. Bukhari).7
Penyusunan program kerja Komite Sekolah perlu memperhatikan atau
berdasarkan beberapa hal sebagai berikut.?

1) Program kerja komite merupakan penjabaran operasional dari peran dan
fungsi Komite Sekolah. Program kerja Komite Sekolah jangan sampai
keluar dan harus tetap dalam koridor yang tertuang dalam peran dan fungsi
Komite Sekolah.

2) Berdasarkan data dan informasi yang akurat yang diperoleh dari kondisi
dan permasalahan nyata yang dihadapi oleh sekolah. Proses penyusunan
program kerja Komite Sekolah perlu mempertimbangkan masukan dan
pertimbangan dari sekolah.

3) Sesuai dengan kaidah penyusunan program kerja pada umumya, program
Komite Sekolah disusun menganut kaidah SMART (specific, measurable,
achievable, dan time frame), yakni a) spesifik, b) dapat diukur
keberhasilan dan taraf pencapaiannya, c) dapat dicapai dan dapat
diperoleh, d) berorientasi pada hasil dan proses, €) dengan jadwal yang
jelas.

4) Pelaksanaan program kerja Komite Sekolah harus dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat. Salah satu prinsip Komite Sekolah adalah

akuntabilitas. Oleh karena itu hasil pelaksanaan program kerja Komite

" Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardizbah al- Bukhari
al-Ja’fiy, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutb al-llmiyah, 1992), Juz I, him. 21.
® Sri Renani Pantjastuti dkk., op.cit., him.100-101



Sekolah harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada orang tua
tetapi juga kepada masyarakat. Sekolah dan Komite Sekolah harus
membuat laporan pertanggungjawaban secara periodic atau setiap akhir
tahun pelajaran kepada orang tua siswa dan masyarakat.

Secara lebih rinci, Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah dalam

Hasbullah melukiskan beberapa indikator dari peran Komite Sekolah sebagai

berikut.®

Tabel. 01 Indikator Peran Komite Sekolah

Peran Komite Fungsi : -
Sekolah Manajemen Indikator Kinerja
Sebagai advisory 1.Perencanaan v' Identifikasi sumber daya
agency Sekolah pendidikan dalam masyarakat;

v" Memberikan masukan RAPBS;

v' Menyelenggarakan rapat RAPBS;

v Memberikan pertimbangan
perubahan RAPBS;

v' Ikut mensahkan RAPBS bersama
kepala sekolah.

2.Pelaksanaan

v' Memberikan masukan terhadap

program proses pengelolaan pendidikan di
a. Kurikulum sekolah;

b. PBM v' Memberikan masukan terhadap

c. Penilaian proses pembelajaran kepada guru-

guru.

3.Pengadaan
sumber daya

Identifikasi potensi sumber daya
pendidikan dalam masyarakat;

pendidikan v' Memberikan pertimbangan tentang
(SDM, S/P, tenaga kependidikan yang dapat
Anggaran) diperbantukan di sekolah;

® Hasbullah, Otonomi Pendidikan :

kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap

penyelenggaraan pendidikan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), him. 96-98.




v Memberikan pertimbangan tentang
sarana dan prasarana yang dapat
diadakan di sekolah;

v' Memberikan pertimbangan tentang
anggaran yang dapat dimanfaatkan di
sekolah.

Sebagai badan
pendukung

(supporting agency)

. Sumber Daya

v' Pemantauan terhadap kondisi
ketenagaan pendidikan di sekolah;

v" Mobilisasi guru sukarelawan di
sekolah;

v Mobilisasi tenaga kependidikan non
guru di sekolahan;

v' Memantau kondisi sarana/prasarana
di sekolah.

. Sarana dan

Prasarana

v Mobilisasi bantuan sarana/prasarana
di sekolah;
v" Evaluasi pelaksanaan dukungan.

. Anggaran

v' Memantau kondisi anggaran
pendidikan di sekolah.

v Mobilisasi dukungan terhadap
anggaran pendidikan di sekolah;

v Koordinasi dukungan terhadap
anggaran pendidikan di sekolah;

v" Evaluasi pelaksanaan dukungan
anggaran di sekolah.

Sebagai badan
pengontrol

. Control

terhadap
anggaran
perencanaan

v' Pengawasan terhadap proses
pengambilan keputusan di sekolah

v Penilaian terhadap kualitas kebijakan
di sekolah

v’ Pengawasan terhadap proses
perencanaan di sekolah

v’ Pengawasan terhadap kualitas
perencanaan di sekolah

v’ Pengawasan terhadap kualitas
program sekolah

. Kontrol

terhadap
pelaksanaan
program

v’ Pengawasan terhadap organisasi
sekolah;
v’ Pengawasan terhadap penjadwalan




sekolah

program sekolah;

v" Pengawasan terhadap alokasi
anggaran untuk pelaksanaan program
sekolah;

v’ Pengawasan terhadap sumber daya
pelaksana program sekolah;

v' Pengawasan terhadap partisipasi
sekolah terhadap program sekolah.

3. Kontrol

terhadap
output
pendidikan

v' penilaian terhadap hasil Ujian
Nasional;

v" penilaian terhadap angka partisipasi
sekolah;

v' penilaian terhadap angka mengulang
sekolah;

v" penilaian terhadap angka bertahan di
sekolah.

Mediator Agency

1. Perencanaan

v Menjadi penghubung antara KS
dengan masyarakat, KS dengan
Dewan Pendidikan, serta KS dengan
sekolah;

v' Identifikasi aspirasi pendidikan
dalam masyarakat;

v' Membuat usulan kebijakan dan
program pendidikan kepada sekolah.

2. Pelaksanaan
program

v' Sosialisasi kebijakan dan program
pendidikan sekolah terhadap
pendidikan masyarakat;

v' Memfasilitasi berbagai masukan
terhadap kebijakan program terhadap
sekolah;

v" Menampung pengaduan dan keluhan
terhadap kebijakan dan program
pendidikan;

v Mengkomunikasikan pengaduan
dan keluhan masyarakat terhadap
instansi terkait dalam bidang
pendidikan di sekolah.

3. Sumber daya

v' Identifikasi kondisi sumber daya di
sekolah;

v Identifikasi sumber daya masyarakat;

v Mobilisasi bantuan masyarakat untuk
pendidikan di sekolah;




| | v Koordinasi bantuan masyarakat. |

Sumber: Hasbullah, Otonomi Pendidikan, hIm. 96-98.

Apabila Komite Sekolah sudah dapat melaksanakan keempat
perannya tersebut secara baik, diasumsikan bahwa Komite Sekolah tersebut
dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan yang ada.
Dengan kata lain, keberadaan dan peran Komite Sekolah perlu menyentuh
berbagai indicator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem
pendidikan persekolahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara optimal.*°

Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur
sebuah  organisasi, mulai dari perencanaan  program  Kerja,
pengorganisasian, pelaksanaan program kerja, dan evaluasi program kerja,
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka
memaksimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah agar tujuan dibentuknya
Komite Sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengelolaan Komite Sekolah merupakan penjabaran dari peran dan
fungsi Komite Sekolah yang telah disebutkan di atas. Jika dalam
pengelolaan Komite Sekolah telah mampu melaksanakan Peran dan
Fungsinya sebagai Komite Sekolah, maka dapat dikatakan pengelolaan itu

telah berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tujuan

Komite Sekolah yang telah diatur dalam Undang-Undang yakni Keputusan

9 1hid., him. 99



Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 044/U/2002.
B. Standar Pengelolaan Pendidikan
1. Pengertian Standar Pengelolaan Pendidikan

Pada dasarnya Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan memuat kriteria minimal
Semua input dan kegiatan sekolah tertuju utamanya untuk meningkatkan mutu
sekolah dan kebutuhan peserta didik terpenuhi. tentang komponen pendidikan
yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk
mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan
kekhasan programnya.

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses,
standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar
sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan dan
standar pengelolaan. Tilaar menjelaskan fungsi standar nasional pendidikan
adalah penyesunan strategi dan rencana pengembangan sesudah diperoleh data-
data evaluasi belajar secara nasional.™

Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa standar merupakan
panduan prosedur untuk dipertimbangkan dan untuk diikuti, standar memiliki
potensi yang sangat bermanfaat dalam penerapan pengelolaan pendidikan di

sekolah. Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata ‘“kelola”

11H,A,R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)h. 109



mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan
memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna
mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Hidayat “pengelolaan merupakan kegiatan engineering yaitu
kegiatan to produce, to implement and to appraise the effectiveness”.'?
Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya. Dapat diartikan pengelolaan pendidikan sebagai
upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang
pendidikan.Beberapa ketentuan di atas, menunjukkan bahwa setiap
penyelenggaraan pendidikan dikelola berdasarkan standar yang sudah
ditetapkan, yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga tercapai penyelenggaraan pendidikan
yang efektif dan efisien, yakni terwujudnya berbagai sarana dan peralatan
sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran sehingga
mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (9) tentang
Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa: Standar pengelolaan adalah
standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan Kkegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan

kabupaten/ kota, Provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas

2 Ara Hidayat & Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), h. 148



penyelenggaraan pendidikan.*® Sejalan dengan itu Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengertian
Standar Pengelolaan adalah Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat
satuan pendidikan, kabupaten/kota, propinsi, atau nasional agar tercapai
efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.**

Dalam standar pengelolaan ini, pendidikan dikelola oleh satuan
pendidikan yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi,
keterbukaan, dan akuntabilitas. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku
memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian kepada satuan pendidikan
untuk mengelola kegiatan sekolah sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan
untuk mencapai standar mutu.

Menurut Rieny Susilowati Standar Pengelolaan Pendidikan adalah
standar dalam mengelola pendidikan dalam satu lembaga pendidikan.™ Secara
lebih rinci peraturan ini diatur dalam Permendiknas No. 19 Tahun 2007, dan
dipertegas lagi secara menyeluruh untuk setiap satuan pendidikan oleh PP
No.17 Tahun 2010.

2. Fungsi Pengelolaan Pendidikan
Fungsi pengelolaan pendidikan mengikuti pada fungsi-fungsi manajemen/

administrasi pada umumnya, meliputi perencanaan, pengorganisasian,

B Undang-Undang R.l. Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, Bab 1, h. 197
1 Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003
B http:rienysusilowati.blogspot.com/2012/12standar-pengelolaan-pendidikan.html



pengarahan, pengawasan dan pengembangan.

a. Perencanaan (Planning) Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan
untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang terakhir
merumuskan perencanaan merupakan penetapan pada tindakan apa yang
harus dilakukan? Apa sebab tindakan itu harus dikerjakan? Siapakah yang
mengerjakan tindakan itu? Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan
itu?

b. Pengorganisasian (Organizing) organisasi adalah dua orang atau lebih yang
bekerjasama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran specific
atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang
pemimpin, pekerjaan memimpin meliputiu beberapa kegiatan yaitu
mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian
antara atasan dan bawahan, member semangat, inspirasi dan dorongan
kepada bawahan agar supaya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan.

c. Pengarahan (Directing) Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang
berhubungan dengan usaha member bimbingan, saran, perintah-perintah atau
intruksi kepaad bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar
tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan
yang telah ditetapkan semula.

d. Pengawasan, pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan
dengan usaha pemantauan kinerja agar kinerja tersebut terarah dan tidak

melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi



sebagai media agar kinerja tersebuat terarah dan tersampaikan secara tepat.

e. Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur
keberhasilan suatu pengelolaan, dengan adanya pengembangan pengelolaan
akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh. Tanpa suatu
program yang baik sulit kiranya tujuan pendidikan akan tercapai.*®

Oleh karena itu, pengelolaan harus disusun guna memenuhi tuntutan,
kebutuhan, harapan dan penentuan arah kebijakan sekolah dalam mencapai
tujuan pendidikan. Pengelolaan kerja SMK merupakan penjabaran rugas dan
pelaksanaan, mengacu kepada pengelolaan yang ada sehingga proses dan
pelaksanaan aktifitas di sekolah lebih terukur, terpantau dan terkendali.

Pengelolaan pendidikan sebagai acuan bagi sekolah dalam mengukur,

mengevaluasi dan merevisi kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu. Selain itu

pengelolaan pendidikan bertujuan sebagi upaya sekolah dalam mendukung
tujuan pendidikan Nasional.'’

Isi Standar Pendidkan

Dalam rangka pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan, Pemerintah perlu menetapkan peraturan
menteri pendidikan nasional tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
satuan pendidikan dasar dan menengah. Setiap satuan pendidikan wajib

memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan yang berlaku secara nasional. Pada

'® peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

7 Ibid



satuan pendidikan penjabaran pengelolaan pendidikan dijelaskan pada

Permendiknas No 19 Tahun 2007.

a. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan ( PP 32/2013
pasal 1 ayat 5)

b. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat
kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis
pendidikan tertentu (pasal 1 ayat 6)

c. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu
satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (pasal 1 ayat
7)

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai
pendidikan mengenai pendidikan prajabatan kelayakan maupun mental, serta
pendidikan dalam jabatan (pasal 1 ayat 8)

e. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan,
kabupaten/kota, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pendidikan (pasal 1 ayat 10)

f. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya
oiperasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun (pasal 1 ayat 12)

g. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur,



4.

dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik (pasal 1 ayat 12).'8
Ruang lingkup Standar Pengelolaan Pendidikan

Permendiknas No 19 Tahun 2007 pasal | menjelaskan setiap lembaga
pendidikan wajib memenuhi standar Pengelolaan Pendidikan Nasional yaitu
Perencanaan Program, Pelaksanaan Rencana Kerja, Pengawasan dan evaluasi,
Kepemimpinan Sekolah, Sistem Informasi Manajemen dan Penilaian Khusus.
Ruang lingkup pengelolaan pendidikan merupakan upaya untuk menggali,
memupuk, menggerakan dan mempertahankan sumber daya pendidikan secara
seimbang dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan melalui sistem kerja
sama. Adapun bidang pengelolaan antara lain: Program pengelolaan sistem
kerja sama disetiap bidang garapan melalui: Pengelolaan kurikulum,
pengelolaan kesiswaan, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan keuangan,
pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan potensi masyarakat sekitar,
pengelolaan administrasi sekolah, pengelolaan laboratorium, pengelolaan
perpustakaan, pengelolaan hasil penelitian dan pengelolaan manajemen
keterampilan.

Pengelolaan yang baik akan menghasilkan mutu pendidikan yang baik
dimana mutu yang berdasarkan kebutuhan yang menjadikan harapan dari
pelanggan dapat dipenuhi dan dan pelanggan berkeinginan dengan produk yang
kita hasilkan. Untuk memandang mutu dari sebuah lembaga persekolahan

sebenarnya dapat Kita lihat secara komprehensif, yaitu dimulai dari ketesediaan
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sarana prasarana penunjang, profesionalisme pengajar dan staf, budaya

organisasi yang kondusif, kepemimpinan yang berkualitas, pengelolaan

keuangan yang transparan. Apabila unsure-unsur tersebut memperlihatkan

performa yang maksimal, maka sekolah yang berkualitas yang mengarah pada

lembaga dapat diwujudkan.

a. Pengelolaan kurikulum
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu. Kurikulum berkaitan dengan sesuatu yang menjadi pedoman dalam
seluruh kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk didalamnya adalah
kegiatan belajar mengajar di kelas. Terkait dengan ini, kurikulum dipandang
sebagai suatu program yang didesain, direncanakan, dikembangkan dan akan
dilaksanakan dalam situasi belajar mengajar yang disengaja diciptakan di
lembaga pedidikan.
Maksud dari pengelolaan kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan yang
kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik dalam rangka
mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Pengelolaan merupakan
kegiatan engineering:yaitu kegiatan to produce, to implement and to appraise
the effectiveness of the curriculum.™

b. Pengelolaan Peserta Didik

Y Ara Hidayat & Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), h. 150-151



Peserta didik adalah anggota masyarakat Yyang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia
pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Oemar Hamalik
mendefenisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam
sistem pendidikan, yang selanjutnya di dalam proses pendidikan peserta
dididk menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan
nasional 2

Pengelolaan peserta didik atau Pupil Personal Administration adalah
layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan
layanan Siswa di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran,
layanan individual. Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai
usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut
masuk pada lembaga pendidikan sampai dengan mereka lulus.

Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan
peserta didik agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan lancar, tertib dan teratur
sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidikan
secara keseluruhan. Sedangkan fungsi manajemen peserta didik adalah
wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin,
baik dari aspek individual, sosial, aspirasi, kebutuhan dan aspek-aspek
potensi lainnya. Tahapan pengelolaan peserta didik adalah:

1) Analisa kebutuhan peserta didik. Analisa kebutuhan adalah penetapan

% |bid



siswa yang dibutuhkan oleh lembaga sebuah pendidikan.

2) Rekruitmen peserta didik. Rekruitmen peserta didik adalah proses
pencarian, menentukan dan menarik calon siswa yang mampu untuk
menjadi peserta didik di lembaga pendidikan.

3) Seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan
calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon
peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tertentu.

4) Orientasi. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan Siswa baru
mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat mereka
menempuh pendidikan.

5) Penempatan peserta didik. Sebelumnya peserta didik yang telah diterima
pada sebuah lembaga pendidikan mengikuti proses pembelajaran, terlebih
dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok
belajarnya. Pengelompokan peserta didik dilaksanakan pada umumnya
didasarkan kepada sistem kelas.

6) Pembinaan dan pengembanagn peserta didik. Langkah berikutnya dalam
manajemen peserta didik adalah melakukan pembinaan dan
pengembangan terhadap peserta didik.

7) Pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik
di sebuah lembaga pendidikan dimaksudkan sebagai
database,dokumumentasi dan evaluasi atas kegiatan pendidikan yang

dilakukan.



8) Kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari
manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga
pendidikan tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus
diikuti oleh peserta didik.*

c. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pendidik adalah tenaga
kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen konselor, pamong
belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang
sesuai dengan kekhusannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan
pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat
yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan
pendidikan.??

Pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang
harus dilakukan mulai dari masuknya tenaga pendidik dan kependidikan ke
dalam organisasi melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi,
penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan
latihan/pengembanagn dan pemberhentian.

Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,

' Ara Hidayat & Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), h. 150-151
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melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan
tinggi. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,
pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk
menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan
tugasnya pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan
dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan
sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir sesuai dengan
tuntutan pengembangan kualitas, perlindungan hukum dalam melaksanakan
tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual dan kesempatan untuk
menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan fungsinya pendidik dan tenaga kependidikan
berkewajiban  menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,
menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara
professional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan member teladan dan
menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan
kepercayaan yang diberikan kepadanya.

. Pengelolaan Keuangan

Pembiayaan atau pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab

bersama antara Pemenrintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Tanggung

jawab Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran



pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, Pemerintah
dan pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan sumberdaya yang ada
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan
prinsip keadilan, efisiensi, transfaransi, dan akuntabilitas publik.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
menyebutkan bahwa alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya
pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD).%

. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan
perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah
seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran dan lain-
lain. Sedangkan prasarana adalah semua komponen yang secara tidak
langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sebuah lembaga
pendidikan dan lain-lain.

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menata,
mulai  dari  merencanakan  kebutuhan, pengadaan, inventarisasi,
penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan
lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot secara tepat guna dan tepat

waktu.
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Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa “setiap
satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana
yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan
perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan
kejiwaan peserta didik”.?*

Sarana dan prasarana pendidikan sesungguhnya dapat dikelompokan
dalam empat kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot
SMK (site, building, equipment, and furniture). Agar sarana prasarana
tersebut dapat memberikan manfaat secara maksimal dalam proses
pendidikan, maka harus dikelola dengan baiak ( school plant administration)
pengelolaan sarana prasarana tersebut meliputi perencanaan, pengadaan,
inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan dan
penghapusan.

f. Pengelolaan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat (public relation) adalah
hubungan timbale balik antara suatu organisasi sekolah dengan
masyarakatnyaa. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sekolah
mendapatkan tempat signifikan dalam pengelolaan Sistem Pendidikan
Nasional sebagaimana diatur dalam UUSPN. Dengan adanya komite sekolah
diharapkan semua stakeholderspendidikan mengambil peran yang maksimal,

sehingga sekolah mampu memberikan pelayanan terbaik bagi
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masyarakatnya.?

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran perseorangan,
kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi
kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan
pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan
pengguna hasil pendidikan.

Kerjasama sekolah dengan masyarakat adalah semua bentuk kegiatan
bersama yang langsung atau tidak langsung bermanfaat bagi kedua belah
pihak. Dengan demikian semua bentuk dukungan masyarakat termasuk
dukungan orang tua siswa adalah wujud kerjasama. Begitu juga semua
kegiatan disekolah, termasuk proses belajar mengajar yang ditujukan untuk
kepentingan masyarakat, adalah wujud kerjasama yang perlu ditingkatkan.

Unsur-unsur masyarakat yang dapat menjalin kerjasama dalam
pendidikan diantaranya adalah orang tua siswa, warga dan lembaga
masyarakat disekitar sekolah, tokoh masyarakat, lembaga agama, organisasi
kemasyarakatan, pemerintah setempat, petugas keamanan dan ketertiban,
sesama lembaga sekolah, pengusaha pedagang dan industri.

Azas yang menjadi landasan melaksanakan kerjasama antara lembaga
sekolah dengan unsur-unsur masyarakat tersebut adalah pertama,
menguntungkan dalam aktifitas kerjasama yang dilakukan. Kedua azas

gotong royong. Hubungan kerjasama tidak harus selamanya didasarkan pada
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keuntungan materi akan tetapi aspek sosial juga menjadi hal sangat penting
dalam menjalin hubungan. Asas gotong royong adalah landasan sosial
tersebut. Ketiga birokrasi. Asas ini merupakan landasan professional-
administratif sebagai lembaga/organisasi pendidikan dalam melakukan
hubungan dan kerjasama dengan masyarakat.

Banyak bentuk program yang dapat dilakukan dalam melaksanakan
hubungan dan sifat kerja sama sekolah dengan masyarakat, hal ini
tergantung pada tujuan dan sifat kerjasama yang dilakukan. Pada prindipnya
kerjasama sekolah dengan masyarakat harus merupakan frame work sekolah,
sehingga dalam pelaksanaanya setiap komponen memperoleh gambaaran
dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan

sekolah.



